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Rekapitulasi Hasil Wawancara Dengan Beberapa Narasumber Ahli
Tentang Pelaksanaan Asuransi Syariah Berdasarkan Hukum Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransurasian

Pada Pt. Deltomed Laboratories

1. Bagaimana menurut pendapat ahli tentang pertanggung jawaban
perusahaan asuransi sebagai penanggung berdasarkan perundang-
undangan

a. Nurdin Staff Legal Officer PT. Deltomed Laboratories:

“‘Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang
kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas
kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan
ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai
yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh
karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan
dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. “
“Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi
penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat
semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan
pembangunan. Dalam pada itu, pembangunan tidak luput dari berbagai
risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha Perasuransian yang
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tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya
berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan
salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga,
baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari
risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian,
maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki.
Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia
usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar
dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan
usahanya, di lain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan
diri dari suatu sistim yang memaksanya untuk menggunakan jasa
perasuransian.” tambahnya.

b. Edwin Kepala Cabang PT. Deltomed Laboratories:

“‘Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian
Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan
dengan sektor kegiatan lainnya. Sejauh ini PT. Deltomed Laboratories
usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUH Dagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.
Sementara itu usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan
perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga
menyangkut dana masyarakat. Dengan kedua peranan usaha asuransi
tersebut, dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin

meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri
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perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Sehubungan dengan hal-
hal tersebut maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang
memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari
Pemerintah, dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat. Untuk itu
diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang, sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat merupakan
landasan baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan di bidang ini
maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan. Undang-undang ini pada dasarnya menganut azas
spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan
usaha yang memerlukan keahlian serta keterampilan teknis yang khusus
dalam penyelenggaraannya. Undang-undang ini juga menegaskan adanya
kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam
rangka perlindungan atas hak tertanggung, Undang-undang ini juga
menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan
usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan,
mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar
pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.”

2. Bagaimana menurut pendapat ahli mengenai pertanggung jawaban
perusahaan asuransi sebagai penganggung dalam perjanjian asuransi

kesehatan pada PT. Deltomed Laboratories
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a. Karyawan PT. Deltomed Laboratories (Anonim):

PT. Deltomed Laboratories sangat menjaga baik kualitas pelayanan yang
berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, data yang diteliti
berdasarkan dari jawaban list data panggilan karyawan. Perusahaan
sangat berdedikasi dalam menjalin perjanjian pembiayaan konsumen
berupa asuransi kepada tiap karyawannya. Maka perusahaan PT.
Deltomed Laboratories sudah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan
peraturan Undang-Undang yang berlaku.

b. Deka Staff Legal Senior:

‘Pada saat terjadi wanprestasi maka pihak PT. Deltomed
Laboratories sebagai kreditur akan melakukan langkah langkah sesuai
dengan SOP (Standart Operating Prosedure) yang telah ditentukan dari
pusat dimana pada saat dilakukan terdapat proses negosiasi ulang dan

” o«

kesepakatan tambahan.” “Berkenaan dengan Kelalaian (wanprestasi) yang
dilakukan oleh karyawan dalam bayar angsuran tiap bulan yang telah
ditentukan, dalam hal pembelian kesehatan pada PT. Delt
Laboratories maka akan timbul akibat atau resiko yang harus dipikul.”
Tambahnya.

3. Bagaimana pendapat ahli mengenai perlindungan hukum bagi
tertanggung dalam perjanjian asuransi berdasarkan perundangan-

undangan?

a. Nurdin Staff Legal Officer PT. Deltomed Laboratories:
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‘Dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak harus cakap
(bekwaam) melakukan perbuatan hukum. Artinya jika kedua belah pihak
adalah naturlijk person atau manusia pribadi, maka dia harus sudah
dewasa, tidak dibawah pengampuan dan tidak dalam keadaan sakit
ingatan. Untuk ukuran dewasa diatur menurut Pasal 330 jo Pasal 1330
KUHPerdata jo Pasal 47 jo 50 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Selain cakap, syarat sahnya perjanjian ini terkait juga dengan
kewenangan. Artinya dalam membuat perjanjian juga harus memperhatikan
kewenangan atas obyek transaksi dan apabila pihak-pihak itu mewakili
pihak lain untuk mengadakan perjanjian, maka perlu menyebutkan untuk
kepentingan siapa dia melakukan perjanjian tersebut. Hal ini karena
biasanya perjanjian asuransi terjadi antara tertanggung dengan
penanggung, yang mewakili perusahaan asuransi. Penanggung disini
biasanya adalah agen asuransi. Sebagai syarat ketiga bahwa suatu
perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya obyek yang
diperjanjikan dalam asuransi harus jelas. Hal ini berkaitan dengan cara
pemenuhan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan, dimana
menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat memberi sesuatu, berbuat sesuatu,
dan tidak berbuat sesuatu. Syarat yang terakhir adalah causa yang
diperbolehkan adalah merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh
para pihak dalam perjanjian. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata dikatakan
bahwa isi perjanjian itu harus tidak dilarang oleh undangundang, tidak

bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan
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kesusilaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian
asuransi adalah tercapainya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan
tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. ” ujarnya.
Nurdin menyebutkan, “Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian Perlindungan Konsumen
diartikan dengan cukup luas, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Apabila kita lihat pada Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 1
angka 3 dikatakan bahwa definisi konsumen, yaitu “setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan”

Kemudian ia juga menambahkan, “Sedangkan pengertian pelaku usaha
yang diberikan oleh Undang-undang dalam pasal angka 3 yaitu “setiap
orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan memperhatikan
pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut di
atas, maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi
dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan

asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung
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dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha
dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi.”

4. Bagaimana menurut pendapat ahli mengenai perlindungan hukum
bagi tertanggung asuransi dalam perjanjian asuransi kesehatan pada PT.
Deltomed Laboratories

a. Santoso Manager HRD:

“‘Dalam hal ini pihak perusahaan PT. Deltomed Laboratories menerapkan
kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014. Perjanjian antara dua pihak yakni perusahaan
dan karyawan, dengan mana pihak penanggung mengkikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul
dari suatu peristiwva yang tidak pasti, atau untuk memberikan
pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang di pertanggungkan.”

“Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus karyawan yang memakai asuransi
kesehatan dari perusahaan tersebut. Pada saat itu keluarga karyawan
melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen perusahaan, dan
pimpinan perusahaan menelpon yang merupakan salah satu karyawan PT.
Deltomed Laboratories untuk melakukan general check up. Kemudian pihak

manajemen melakukan persetujuan klaim atas asuransi yang di gunakan
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karyawan untuk di rawat inap pada rumah sakit relasi perusahaan dan
seluruh biaya akan di tanggung oleh pihak manajemen. Perusahaan sangat
berdedikasi terhadap tanggung jawab yang sudah menjadi salah satu
kewajiban dan keharusan perusahaan sebagai salah satu bentuk layanan
dari perusahaan terhadap karyawan. Respon perusahaan dinilai cukup
agregesif dan sangat corporative kepada setiap karyawan yang melakukan
perjanjian asuransi kendaraan beromotornya kepada PT. Deltomed
Laboratories. Menurut beberapa karyawan PT. Deltomed Laboratories
sangat menjaga baik kualitas pelayanan yang berkaitan dengan asuransi
kesehatan, data yang diteliti berdasarkan dari jawaban list data panggilan
karyawan. Perusahaan benar telah menerapkan perlindungan hukum bagi
tertanggung asuransi dalam perjanjian asuransi kesehatan sesuai dengan
ketentuan dari perusahaan asuransi tersbut. Maka perusahaan PT.
Deltomed Laboratories sudah menerapkan kebijakan yang sesuai
peraturan Undang-Undang yang berlaku.” ujarnya.

Medan, 5 Oktober 2023
Yang Bersaksi : Interviewer :
Nurdin Simatupang :
Edwin Prakoso
Deka Apriyanto : Rudi Irawan Hutabarat

Santoso : NPM : 71190111007
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